
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.973, 2012 KEMENTERIAN PERTANIAN. Budidaya
Tanaman Obat. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57/Permentan/OT.140/9/2012

TENTANG

PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK

(GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dan meningkatkan daya
saing produk tanaman obat serta memberikan
perlindungan kepada masyarakat terhadap aspek
keamanan pangan dan kelestarian lingkungan
diperlukan acuan dalam rangka produksi dan
penanganan panen;

b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan untuk
menindaklanjuti amanat Pasal 65 dan Pasal 68
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan
Gizi Pangan, perlu menetapkan Pedoman Budidaya
Tanaman Obat yang Baik (Good Agriculture Practices
for Medicinal Crops);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 3616);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang
Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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11.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

12.Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

13.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

14.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/
PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat
Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/2006 tentang
Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi
Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal
Hortikultura;

15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (GOOD
AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS).

Pasal 1

(1) Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik (Good Agriculture
Practices for Medicinal Crops) sebagai dasar pelaksanaan penerapan
registrasi lahan usaha dalam budidaya tanaman obat yang baik.

(2) Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik (Good Agriculture
Practices for Medicinal Crops) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I
sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(3) Tata Cara Penerapan Registrasi Lahan Usaha Budidaya Tanaman Obat
Yang Baik seperti tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Penerapan Budidaya Tanaman Obat Yang Baik dilakukan oleh petani
dan pelaku usaha hortikultura.
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(2) Petani dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan yang telah melakukan kemitraan dengan eksportir, pasar
moderen, industri dan/atau yang telah mendapat bantuan/fasilitas
pengembangan komoditas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/Permentan/OT.140/9/2012
TENTANG
PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK
(GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS)

PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK
(GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura diarahkan untuk mendorong
berkembangnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing, meningkatkan
produksi yang bermutu, mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal ini akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi wilayah dan mendorong pertumbuhan pendapatan
nasional.

Peningkatan daya saing produk Tanaman Obat sangat mendesak untuk
dilakukan oleh negara produsen termasuk Indonesia seiring dengan
meningkatnya permintaan produk Tanaman Obat baik dalam bentuk segar
maupun sebagai bahan baku industri farmasi dan jamu. Faktor-faktor lain
yang menyebabkan pentingnya peningkatan daya saing produk Tanaman
Obat tersebut yaitu kepedulian konsumen terhadap keamanan pangan dan
aspek lingkungan serta adanya persaingan yang semakin ketat antar
negara produsen.

Menghadapi tuntutan persyaratan tersebut serta dalam
menindaklanjuti amanat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Hortikultura dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, disusun pedoman
budidaya Tanaman Obat yang baik, mencakup penerapan teknologi ramah
lingkungan, pencegahan penularan OPT, kesehatan pekerja, peningkatan
kesejahteraan petani, dan prinsip penelusuran balik (traceability).

Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik selanjutnya dijabarkan
ke dalam petunjuk teknis atau Standar Operasional Prosedure (SOP)
spesifik komoditas dan lokasi, agar dapat dilakukan registrasi lahan usaha
sebagai bukti bahwa petani atau pelaku usaha telah menerapkan GAP.
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